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ABSTRAK 

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat 

Muslim ketika harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan haul. Salah satu 

bentuk zakat mal adalah zakat pertanian, yang wajib dikeluarkan setiap kali 

panen berlangsung. Di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten 

Lamongan, praktik penyewaan lahan pertanian cukup umum dilakukan 

melalui akad sewa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik 

penyewaan lahan, sistem pembayaran zakat atas hasil pertanian dari tanah 

sewaan, serta meninjaunya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh 

bahwa sewa lahan dilakukan dengan akad ijarah selama satu tahun untuk dua 

kali panen. Petani penyewa umumnya menunaikan zakat dari hasil panennya 

sesuai syariah, dengan kadar 5% jika menggunakan irigasi buatan dan 10% 

jika menggunakan air hujan. Secara umum, pelaksanaan zakat di Desa 

Banyubang sudah mengarah pada kesesuaian syariah, baik dari aspek akad, 

nisab, maupun tanggung jawab masing-masing pihak. Namun, perlu ada 

peningkatan edukasi dan penguatan kelembagaan zakat agar pelaksanaannya 

lebih optimal. 

Kata Kunci : zakat pertanian, tanah sewaan, hukum ekonomi syariah, ijarah. 
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ABSTRACT 

Zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled by Muslims when 

their wealth reaches the nisab and haul requirements. One form of zakat on 

wealth is agricultural zakat, which must be paid every harvest. In Banyubang 

Village, Solokuro District, Lamongan Regency, the practice of renting 

agricultural land is commonly carried out through a lease (ijarah) contract. 

This study aims to examine the practice of land leasing, the zakat payment 

system on agricultural yields from rented land, and to review it from the 

perspective of sharia economic law. This research employs a qualitative 

descriptive approach using interview, observation, and documentation 

techniques. The findings indicate that land rental is conducted through an 

ijarah contract for one year covering two harvests. Tenant farmers generally 

pay zakat on their yields in accordance with Islamic law, at a rate of 5% for 

artificially irrigated crops and 10% for those using rainwater. In general, 

zakat implementation in Banyubang Village aligns with sharia principles, in 

terms of contract, nisab, and the responsibilities of each party. However, 

there is a need for increased education and stronger zakat institutions to 

optimize its implementation. 

Keywords: agricultural zakat, leased land, sharia economic law, ijarah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap 

muslim yang memiliki kemampuan, dan disalurkan kepada mereka yang berhak 

menerimanya (Sari, 2006: 11). Zakat berarti membersihkan harta dengan 

menyisihkan sebagian dari harta tersebut untuk diberikan kepada yang berhak. 

Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa dalam setiap harta yang dimiliki terdapat 

hak orang lain, Kewajiban zakat berlaku bagi seseorang yang hartanya sudah 

mencapai batas tertentu (nisab) dan melebihi kebutuhan pokoknya (Ascarya, 

2011: 9). Salah satu manfaat dari menunaikan zakat adalah untuk meraih 

keberkahan, menyucikan jiwa dari sifat kikir dan dosa, serta memberikan 

dampak positif dalam kehidupan. (Arifin, 2011: 3). Zakat dapat membersihkan 

dan menyucikan jiwa. Sesuai firman Allah dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 yang 

berbunyi: 

سَكَنٌ صَلٰوتَكَْ اِنَّ ۗ  عَلَي هِمْ  وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّي هِمْ  تُطَهِّرُهُمْ  صَدَقَةْ  اَم وَالِهِمْ  مِنْ  خُذْ  
 ١٠٣۝ عَلِي مٌ سَمِي عٌ وَاللٰ هُ ۗ  لَّهُمْ  

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan 

membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena 

sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 

Zakat terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. 

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang 

Idul fitri, bertujuan untuk menyucikan diri setelah menjalani ibadah puasa 

Ramadhan dan memberikan bantuan kepada fakir miskin agar mereka bisa 
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merayakan hari raya dengan penuh kelayakan dan kebahagiaan. Besarnya zakat 

fitrah adalah 2,5 kg atau setara dengan makanan pokok di wilayah masing-

masing (Hidayat, 2008: 20). Adapun zakat mal merupakan zakat yang 

dibayarkan dari jenis harta tertentu, termasuk zakat dari hasil pertanian 

(Pernomo, 2005: 157). 

Zakat pertanian merupakan zakat yang berbeda dengan beberapa jenis 

kategori zakat harta yang lainnya. Zakat pertanian diambil dari hasil panen yang 

telah mencapai nisab, yaitu berkisar 5 wasaq, yang setara dengan 653 kg  hasil 

panen dalam bentuk makanan pokok seperti padi, gandum, kurma, atau anggur 

kering (Hidayati & Rahmat, 2023). Hadis yang menjadi dasar penentuan nisab 

ini adalah:  

“Tidak ada zakat pada tanaman yang kurang dari lima wasaq (HR. Muslim).”  

Besaran zakat pertanian berkisar antara 5% hingga 10%. Untuk lahan 

sawah yang mengandalkan air hujan, zakat yang dikenakan sebesar 10%, 

sedangkan sawah yang menggunakan sistem irigasi atau pengairan buatan 

dikenakan zakat sebesar 5% (Rais, 1998). Semua para ulama madzhab juga 

sepakat dalam hal ini. Seiring berjalannya waktu, sistem pertanian saat ini 

memerlukan biaya tambahan seperti pupuk dan perawatan, maka hal tersebut 

diperhitungkan dengan pengurangan hasil panen (Hidayati & Rahmat, 2023). 

Hadist yang menjelaskan hal tersebut yaitu:    

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: ‘tanaman yang 

diairi dengan hujan zakatnya 10%, dan yang diairi dengan selain air hujan 

zakatnya 5%.’ (HR Tarmidzi).” 

Berbeda dengan zakat lain yang umumnya dikeluarkan setahun sekali, 

zakat hasil pertanian ini wajib ditunaikan setiap kali panen, sesuai dengan 
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ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam, hal ini menggambarkan bahwa 

zakat pertanian dirancang untuk menjaga keberkahan hasil panen sekaligus 

membantu mereka yang membutuhkan.  

Sewa-menyewa merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak yang 

disepakati bersama. Dalam perjanjian ini, terdapat aturan hukum yang mengikat 

selama proses sewa-menyewa berlangsung. Jika akad telah dilakukan, pihak 

yang menyewakan (mu’jir) wajib menyerahkan barang atau benda yang disewa 

kepada penyewa (musta’jir) untuk dimanfaatkan. Sebaliknya, penyewa 

berkewajiban memberikan pembayaran sewa kepada pemilik sesuai dengan 

kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya (Lubis, 1994: 52). Dalam hal 

tersebut barang atau benda tidak terjadi pengurangan pada barang atau benda 

yang disewakan, yang berpindah hanyalah manfaat atau kegunaannya, seperti 

pada kasus penyewaan tanah untuk keperluan pertanian. 

Zakat pertanian dari tanah sewaan terdapat dua pihak yang biasanya 

terlibat, yaitu pemilik tanah dan penyewa lahan. Persoalan sering timbul saat 

harus menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar zakat apakah 

itu pemilik tanah, penyewa, atau mungkin keduanya. Selain itu, aturan dalam 

akad sewa-menyewa tanah juga dapat memengaruhi kewajiban zakat ini, 

sehingga membutuhkan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penting untuk 

merujuk pada panduan hukum syariah guna memastikan pembagian tanggung 

jawab zakat yang adil. 

Hukum syariah menawarkan pedoman yang jelas untuk menjawab 

persoalan tersebut, dengan merujuk pada dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, serta 
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pendapat para ulama, baik yang klasik maupun kontemporer. Namun, 

pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil pertanian dari tanah sewaan 

masih sangat terbatas. Banyak yang hanya melihat hasil panen tanpa memahami 

kewajiban zakat yang harus dipenuhi sesuai hukum Islam. Akibatnya, zakat 

tidak dilaksanakan secara maksimal, yang berpotensi menciptakan ketidak 

seimbangan dalam pembagian tanggung jawab zakat (Al-Qaradawi 1999). 

Hukum dari penyewaan tanah diperbolehkan menurut pendapat mayoritas 

ulama. Para fuqaha memiliki perbedaan pandangan terkait siapa yang 

bertanggung jawab atas kewajiban zakat dari hasil pertanian di tanah sewaan. 

Ada beberapa pandangan ulama mengenai persoalan ini. 

Menurut ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi’i, As-Sauri, Ibnu Al-

Mubarak, Abu Saur, serta sejumlah fuqaha lainnya, kewajiban membayar zakat 

atas hasil pertanian dari tanah sewaan berada pada pihak penyewa. Dalam hal 

ini, Imam Syafi’i menjelaskan bahwa jika seseorang menerima sebidang tanah 

dari orang lain untuk jangka waktu tertentu, lalu tanah tersebut dipinjamkan 

atau disewakan kembali kepada orang lain yang kemudian menggarapnya, 

maka kewajiban zakat sepersepuluh dari hasil panen tetap dibebankan kepada 

orang yang melakukan penanaman (Masduki & Zafi, 2020: 182). 

Sebaliknya, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban zakat 

atas hasil pertanian dari tanah sewaan ditanggung oleh pemilik tanah atau pihak 

yang menyewakannya. Pandangan beliau ini telah dicatat dan diriwayatkan 

dalam sejumlah kitab fikih, di antaranya adalah: 

Diriwayatkan dalam kitab Bada’i Al-Sana’i sebagai berikut:   
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Apabila seseorang menyewakan tanahnya maka yang wajib zakat 

sepersepuluh adalah yang menyewakan. 

 

Ibnu  Rusyd juga meriwayatkan  pendapat  tersebut  sebagai berikut:  

Imam Hanafi dan para pengikutnya berkata: ‘Zakat (tanah sewaan) 

dibebankan kepada pemilik tanah dan tidak kepada penyewa sedikitpun’ 
(Masduki & Zafi, 2020). 

 

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kewajiban zakat atas tanah 

sewaan dibebankan kepada pemilik tanah apabila tanah tersebut dalam kondisi 

baik dan layak untuk ditanami. Namun, jika tanah tersebut tidak subur atau tidak 

cocok untuk pertanian, maka kewajiban zakat berada pada penyewa. Abu 

Hanifah menetapkan kewajiban zakat berdasarkan kondisi tanah, bukan pada 

hasil tanamannya. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah merujuk pada 

sumber-sumber seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, fatwa para sahabat, ijma', qiyas, 

istihsan, dan urf (kebiasaan masyarakat). Adapun dalil yang dijadikan dasar 

oleh Abu Hanifah mengenai zakat tanah sewaan di antaranya adalah Al-Qur’an 

surat Al-Baqarah ayat 267, surat Al-An’am ayat 141, serta hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Daud (Bahria, 2008). 

Dalam pandangan Qardhawi (2011) mengatakan zakat pertanian wajib 

dibayar oleh orang yang mengelola tanah yang mendapatkan hasil panennya, 

yaitu penyewa. Sementara itu, pemilik tanah tetap memiliki kewajiban 

mengeluarkan zakat atas uang sewa yang diterimanya, asalkan jumlah uang 

sewa tersebut mencapai batas minimum (nisab) dan sudah berlalu satu tahun 

(haul). Konsep ini mencerminkan prinsip keadilan dalam pengelolaan zakat, di 

mana kewajiban zakat ditujukan pada pihak yang menerima hasil atau 

penghasilan, baik itu dari hasil panen maupun dari pendapatan sewa. Dalam 
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konteks ini, menjadi penting untuk memahami siapa yang berkewajiban 

membayar zakat dan bagaimana mekanisme perhitungannya. 

Di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, 

mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Lahan yang tidak digarap langsung 

oleh pemiliknya biasanya disewakan kepada orang lain untuk dijadikan lahan 

pertanian atau perkebunan, dengan sistem sewa-menyewa yang telah menjadi 

praktik umum di masyarakat. Tanaman yang paling sering dibudidayakan oleh 

para penyewa adalah padi dan jagung. Sekitar 20–30% masyarakat Desa 

Banyubang juga bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, 

dan lahan milik mereka yang ditinggalkan biasanya disewakan kepada petani 

lain di desa. Baik pemilik tanah maupun penyewa sama-sama memperoleh 

manfaat ekonomi, baik dari hasil panen maupun dari uang sewa lahan. Sebagai 

umat Islam, masyarakat Desa Banyubang tetap memiliki kewajiban untuk 

menunaikan zakat apabila harta atau hasil pertaniannya telah mencapai nisab 

dan memenuhi syarat haul, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran agama 

meskipun dalam sistem pertanian berbasis sewa. 

Dari permasalahan tersebut maka peneliti perlu untuk meneliti 

bagaimana sistem pengeluaran zakat hasil pertanian yang berasal dari lahan 

sewaan. di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Tinjauan Hukum 

Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Pertanian Hasil Dari Tanah Sewaan 

(Studi Kasus Di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten 

Lamongan)." 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik sistem sewa-menyewa tanah untuk pertanian di Desa 

Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan? 

2. Bagaimana penerapan hukum ekonomi syariah terhadap kewajiban zakat 

hasil pertanian dari tanah sewaan di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, 

Kabupaten Lamongan? 

3. Bagaimana sistem pengeluaran zakat pertanian dari tanah sewaan yang 

diterapkan di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten 

Lamongan? 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan 

dari penulisan ini antara lain adalah: 

1. Menganalisis praktik sistem sewa-menyewa tanah untuk pertanian di Desa 

Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. 

2. Menganalisis penerapan hukum ekonomi syariah terkait kewajiban zakat 

hasil pertanian dari tanah sewaan di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, 

Kabupaten Lamongan. 

3. Menjelaskan sistem pengeluaran zakat pertanian dari tanah sewaan yang 

diterapkan di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten 

Lamongan.  
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a) Bagi akademik dan mata kuliah sebagai penambah pengetahuan 

dalam bidang ekonomi syariah, khususnya tentang hukum zakat 

hasil pertanian dari tanah sewaan  sebagai bahan alternatif untuk 

meningkatkan pembelajaran perbankan syari’ah yang khususnya 

untuk mata kuliah fikih ZISWAF.  

b) Bagi peneliti penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti 

untuk memperdalam pemahaman tentang konsep zakat pertanian, 

khususnya yang berkaitan dengan tanah sewaan, dalam perspektif 

hukum ekonomi syariah. 

2. Secara Praktis 

a) Bagi Lembaga Zakat Desa Banyubang  

Penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan pemahaman dan 

pengelolaan zakat pertanian dari tanah sewaan, sehingga dapat 

berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai syariat, sehingga keberkahan 

dan manfaat zakat bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat 

di Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. 

b) Bagi masyarakat Desa Banyubang 

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

kewajiban zakat hasil pertanian dari tanah sewaan, sehingga 

masyarakat dapat menjalankan kewajiban zakat dengan lebih tepat 

sesuai dengan ajaran Islam.  
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          BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan  zakat 

atas hasil pertanian melalui lahan sewaan di Desa Banyubang, Kecamatan 

Solokuro, Kabupaten Lamongan, dapat ditarik sebagai kesimpulan adalah 

sebagai berikut: 

1. Praktik Sistem Sewa-Menyewa Tanah untuk Pertanian dari Tanah 

Sewaan di Desa Banyubang 

Sistem sewa menyewa tanah di Desa Banyubang dilakukan berdasarkan 

akad ijarah, yaitu kesepakatan antara pemilik dan penyewa lahan. 

Umumnya akad berlangsung selama satu tahun dengan dua kali musim 

panen. Harga sewa ditentukan berdasarkan luas lahan dan kesepakatan 

antara kedua belah pihak. 

2. Penerapan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Zakat Pertanian dari 

Tanah Sewaan di Desa Banyubang 

Hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban 

zakat atas hasil pertanian melalui lahan sewaan di Desa Banyubang sudah 

mengarah pada kesesuaian syariah, baik dari aspek akad, nisab, maupun 

tanggung jawab masing-masing pihak. Namun, perlu ada peningkatan 

edukasi dan penguatan kelembagaan zakat agar pelaksanaannya lebih 

optimal. 
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3. Sistem Pengeluaran Zakat Pertanian dari Tanah Sewaan  

Penerapan zakat pertanian dari tanah sewaan menunjukkan bahwa 

petani penyewa lahan umumnya memiliki kesadaran untuk menunaikan 

zakat atas hasil pertaniannya, meskipun sebagian besar baru mengeluarkan 

zakat satu kali dalam setahun (biasanya pada panen kedua). Perhitungan 

zakat mengikuti ketentuan syariah yaitu 5% jika menggunakan irigasi 

buatan dan 10% jika menggunakan air hujan. Secara umum, pelaksanaan 

zakat di Desa Banyubang sudah sesuai prinsip syariah, namun perlu edukasi 

lebih lanjut agar pelaksanaannya lebih optimal. 

5.2 Keterbatasan 
 

Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan peneliti yang bisa dijadikan 

bahan evaluasi dan acuan bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini memiliki 

beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Lokasi penelitian terbatas hanya pada satu wilayah desa saja, yaitu Desa 

Banyubang, sehingga hasilnya belum tentu bisa digeneralisasi ke wilayah 

lain dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. 

2. Data yang diperoleh sepenuhnya bersifat kualitatif, sehingga belum 

menggambarkan aspek kuantitatif seperti jumlah wajib zakat, jumlah zakat 

yang ditarik, atau jumlah mustahiq secara pasti. 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan di atas, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Bagi masyarakat, diharapkan kesadaran untuk menunaikan zakat pertanian 

ditingkatkan, khususnya bagi penyewa dan pemilik lahan yang hasilnya 

sudah mencapai nisab. 

2. Bagi lembaga zakat, perlu terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait 

pentingnya zakat pertanian, serta mendorong pelaksanaannya setiap panen 

agar sesuai dengan tuntunan syariah. 

3. Bagi peneliti berikutnya, dianjurkan untuk melakukan penelitian yang 

lebih luas secara kuantitatif dan membandingkan dengan desa lain agar 

diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai zakat pertanian dari 

tanah sewaan. 
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